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ABSTRAK

Dalam hal penyidikan yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah
penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat
berdampak pada pelanggaran hak asasi warga Negara yang telah disangka melanggar
hukum oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-fakior
penyebab terjadinva kesalahan penyidikan oleh penyidik dan bagaimanakan sanksi
hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan saat penyidikan
berdasarkan Peraturan Kapoln Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Euk Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis penclitian vang penulis gunakan adalah yuridis normatif. vaitu suatu
metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sckunder
melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

Hasil pembahasan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Kkesalahan
penyidikan oleh Penyidik yaitu a) karena dinamika kerja yang begitu kompleks. b)
kurangnya sumber daya manusia. ¢) penlaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih
banyak bersifat psendo (samar-samar), d) proses penyidikan yang sangat sulit. ¢)
target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat, 1)
kesalahan objek wilayvah dan g) tempat atau wilayah kejadian yang menyebabkan
terjadinya  salah tangkap ialah, objek barang atau benda yang menjadi bukti
permulaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Apabila oknum Polisi dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik. penyidik pembantu. dan
penyidik melanggar larangan yaitu kesalahan pada saat melakukan penyidikan, maka
dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Peraturan Kapolri
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Ftik Profesi Kepolisian Negara Repubhk
Indonesia.

Rekomendasi kepada penegak hukum  pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi
anggota kepolisian yang melakukan kesalahan pada saat penyidikan melalui
keputusan sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik prolesi polri. haruslah
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
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Faktor-fakior penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh Penyidik yaitu
disebabkan karena dinamika kerja yang begitu kompleks, kurangnya sumber
daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan
kasus-kasus kejahatan Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak
bersifal pseudo (samar-samar), proses penyidikan yang sangat sulit, target
atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat.
kesalahan objek wilayah atau tempat peristiwa kejadian di mana suatu tindak
pidana sedang atau sudah dilakukan dan tempat atau wilayah kejadian yang
menyebabkan terjadinya salah tangkap ialah, objek barang atau benda yang

menjadi bukti permulaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

_ Sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan kesalahan saat

penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dapat
dikenakan sanksi pelanggaran kode etik sesuai dengan Pasal 20 Perkapolri
Kode Etik yang menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar
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